












































	 Abstract:	 Tujuan	 penelitian	 menganalisis	 dinamika	 konflik	 dan	 upaya	
resolusi	 konflik	 antar	 pemerintah	 kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 dengan	
Kabupaten	 Buton	 Selatan	 pada	 pengelolaan	 Pulau	 Kakabia.	 Penelitian	 ini	
merupakan	 jenis	 penelitian	 deskriptif	 kualitatif.	 Hasil	 penelitian	
menunjukkan	 bahwa	 Adapun	 terkait	 dengan	 letak	 wilayah	 Pulau	
Kakabia/Kawi-kawia	 apakah	 berada	 di	 daerah	 Kabupaten	 Kepulauan	
Selayar	 ataukah	 berada	 dalam	 daerah	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	
bukanlah	 merupakan	 permasalahan	 antar	 kabupaten/kota	 melainkan	
merupakan	permasalahan	antar	daerah	provinsi	 yaitu	Provinsi	 Sulawesi	
selatan	 dan	 Sulawesi	 Tenggara,	 karena	 letak	 wilayah	 Pulau	
Kakabia/Kawi-kawia	 diklaim	 berada	 diantara	 dua	 Provinsi	 Sulawesi	





and	 conflict	 resolution	 efforts	 between	 the	 government	 of	 the	 Selayar	
Islands	Regency	and	South	Buton	Regency	in	the	management	of	Kakabia	
Island.	 This	 research	 is	 a	 type	 of	 qualitative	 descriptive	 research.	 The	
results	 of	 the	 study	 indicate	 that	 in	 relation	 to	 the	 location	 of	 the	
Kakabia/Kawi-kawia	 Island	 region,	 whether	 it	 is	 in	 the	 Selayar	 Islands	
Regency	or	in	the	South	Buton	Regency	area,	it	is	not	a	problem	between	
regencies/cities	but	 is	 an	 inter-provincial	 problem,	namely	 the	Provinces	
of	 South	 Sulawesi	 and	 Southeast	 Sulawesi.	 because	 the	 location	 of	 the	
Kakabia/Kawi-kawia	 Island	 area	 is	 claimed	 to	 be	 between	 the	 two	
Southeast	 Sulawesi	 Provinces	 and	 the	 South	 Sulawesi	 Province,	 so	 based	
on	 Article	 21	 of	 the	Minister	 of	Home	Affairs	 Regulation	 number	 141	 of	













berada	 di	 perbatasan	 antar	 Negara	 maupun	 dalam	 wilayah	 Negara	 Indonesia.	 Di	
Indonesia	sendiri	khususnya	di	wilayah		perbatasan	perairan/laut	antar	provinsi	yang		
memiliki	banyak	pulau-pulau	kecil,	 terkadang	 terdapat	masalah-masalah	yang	 timbul	




masing	memiliki	 aturan	 yg	 telah	 diatur	 dalam	 aturan	 pengelolaan	 pulau-pulau	 kecil	
dan	wilayah	pesisir	(Kadar,	2015).	
Pelaksanaan	 penegasan	 dan	 penetapan	 batas	 provinsi	 adalah	 hampir	 serupa	 dengan	
penegasan	 dan	 penetapan	 batas	 kabupaten/kota.	 Pihak	 yang	 berwenang	 dalam	
menetapkan	 dan	 mengesahkan	 batas	 provinsi	 ada	 pada	 pemerintah	 dalam	 hal	 ini	
Kementerian	 Dalam	 Negeri	 (Riadi,	 2015).	 Pembeda	 antara	 tingkat	 provinsi	 dengan	
kabupaten/kota	adalah	dalam	hal	penyelesaian	masalah/konflik	batas.	Semua	konflik	
batas	 yang	 melibatkan	 antar	 provinsi,	 maka	 penyelesaiannya	 dikoordinasikan	 oleh	
Menteri	Dalam	Negeri.			
Ribuan	 pulau	 yang	 tersebar	 diseluruh	wilayah	 nusantara,	 terdapat	 pulau-pulau	 kecil	
yang	menjadi	batas	antar	wilayah/Daerah	masing-masing	di	 tiap	Kabupaten/\kota	di	
Indonesia	 (Sari	 &	 Muslimah,	 2018).	 Salah	 satu	 Pulau	 yang	 menjadi	 batas	 	 antara	
Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 dan	 Provinsi	 Sulawesi	 tenggara	 yaitu	 pulau	 yang	 bernama	
Pulau	 Kakabia/Kawi-kawia,	 yang	 sedang	 disengketakan	 kewenangan	 pengelolaanya	
oleh	 Pemerintah	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 dan	 Pemerintah	 Kabupaten	 Buton	
Selatan	(Andari,	Suhardjono	&	Farid,	2013).	
Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 khususnya	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar,	 Pulau	 Kakabia	
merupakan	pulau	terluar	dari	Kabupaten	Kepulauan	Selayar.	Secara	Administrasi	telah	
menjadi	milik	Kabupaten	Kepulauan	Selayar.	Pada	tahun	2011,	Menteri	Dalam	Negeri	
telah	 menetapkan	 wilayah	 administrasi	 Pulau	 Kakabia	 sebagai	 bagian	 wilayah	
administrasi	Kabupaten	Kepulauan	Selayar	berdasarkan	Permendagri	nomor	45	tahun	
2011	 tentang	 Wilayah	 Administrasi	 Pulau	 Kakabia.	 Pemerintah	 Daerah	 Kabupaten	
Kepulauan	 Selayar	 dalam	 penyelenggaraan	 otonomi	 daerah	 khususnya	 di	 Pulau	
Kakabia	 secara	 faktual	 juga	 telah	 mengucurkan	 Dana	 APBD	 Kabupaten	 Kepulauan	
Selayar	 antara	 lain	 untuk:	 a.	 Pembuatan	 Tugu	 batas	 dengan	 logo	 Kabupaten	 Selayar	
oleh	Bupati	Andi	Paliloi.	b.	Pembuatan	Mercusuar	senilai	total	Rp	450.000.000.-	(empat	




16	 tahun	 2014	 tentang	 pembentukan	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 di	 Provinsi	
Sulawesi	 Tenggara.	 Dimana	 didalam	 wilayah	 Petanya	 menyatakan	 Pulau	
Kakabia	 masuk	 dalam	 wilayahnya.	 Sebelum	 Buton	 Selatan	 Mekar	 menjadi	 Daerah	
Otonom	 Baru	 (DOB),	 Pulau	 Kakabia	 masuk	 dalam	 wilayah	 administrasi	 Kabupaten	
Buton	Provinsi	Sulawesi	Tenggara.	Dalam		wilayah	administrasi	Pulau	Buton	(sebelum	
Buton	Selatan	menjadi	DOB),	jelas	tercantum	ada	49	pulau,	9	berpenghuni	dan	ada	40	




alasan	 tersebut	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 merasa	 berhak	 mempertahankan	
pengelolaan	terhadap	Pulau	Kakabia.	
Kewenangan	 pengelolaan	 Pulau	 Kakabia	 masih	 menjadi	 permasalaann	 diantara	 dua	 (2)	
Kabupaten.	 Dikarenakan	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 dan	
Kabupaten	 Buton	 Selatan	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara	 masing-masing	 memiliki	 sumber	
hukumnya	 masing-masing.	 Kedua	 kabupaten	 	 merasa	 berhak	 atas	 pengelolaan	 Pulau	
Kakabia	Sehingga	kewenangan	pengelolaan	untuk	Pulau	Kakabia..	
METODE	PENELITIAN	
Metode	 penelitian	 adalah	 metode	 yang	 digunakan	 untuk	 pengumpulan	 data	 dalam	
penelitian.	 Jenis	 metode	 penelitian	 meliputi,	 wawancara	 studi	 kasus,	 observasi,	 dan	
lain-lain	 (Nazir,	 1988).	 Dapat	 dikatakan	 bahwa	 metode	 penelitian	 digunakan	 untuk	
mengumpulkan	 informasi,	 sehingga	 peneliti	 dapat	 menemukan	 jawaban	 atas	
permasalahan	 penelitiannya.	 Metode	 penelitian	 membicarakan	 bagaimana	 secara	
berurut	 suatu	 penelitian	 dilakukan,	 yaitu	 dengan	 alat	 apa	 dan	 prosedur	 bagaimana	
suatu	 penelitian	 dilakukan	 (Hamdi	 &	 Baharuddin,	 2015).	 Dalam	 banyak	 referensi,	
metode	 penelitian	 identik	 dengan	 desain	 penelitian,	 karena	 pengelompokan	metode	
penelitian	sangat	dipengaruhi	oleh	desain	dari	penelitian	yang	bersangkutan.	Adapun	
yang	 dimaksud	 dengan	 desain	 dari	 penelitian	 adalah	 semua	 proses	 yang	 diperlukan	




selatan	 dan	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara,	 yaitu	 pulau	 yang	 berupa	 perbukitan	 yang	
didominasi	 material	 bebatuan	 hitam.	 Walaupun	 tak	 berpenduduk	 pulau	
Kakabia/Kawia-kawia	terkenal	dengan	burung	berwarna	putih	hitam	yang	berkumpul	
dipulau	 tersebut	 pada	 pagi	 dan	 sore	 hari.	 Disekitar	 pulau	 Kakabia	 banyak	 sekali	
ditemui	penyu	sisik	dan	hamparan	terumbu	karang	yang	masih	sangat	bagus.		
Pulau	Kakabia	memiliki	 banyak	 potensi	 untuk	 kedua	 provinsi	 khususnya	 bagi	 kedua	
Kabupaten	 yang	 menginginkan	 pengelolaan	 terhadap	 Pulau	 Kakabia/Kawi-kawia.	
Potensi	utama	yaitu	dari	segi	pariwisata	laut	dapat	dijadikan	sebagai	lokasi	pariwisata,	
karena	 memiliki	 keindahan	 bawah	 laut	 yang	 sangat	 eksotik.	 Dimana	 dapat	
dikembangkan	 sebagai	 wilayah	 pariwisata	 yang	 diminati	 banyak	 wisatawan	 lokal	
maupun	 luar.	 Sehinggga	 menguntungkan	 untuk	 pendapatan	 daerah.	 Pulau	 Kakabia	
merupakan	pulau	tanpa	penduduk,	Pulau	Kakabia/Kawi-kawia	memiliki	potensi	alam	
yang	 dapat	 dimanfaatkan	 sektor	 perikanan	 bagi	 para	 nelayan	 lokal	 serta	Walaupun	
Pulau	 Kakabia/Kawia-kawia	 merupakan	 pulau	 tak	 berpenduduk	 namun	 biasa	
dijadikan	 sebagai	 lokasi	 persinggahan	 bagi	 para	 nelayan	 dari	 Kabupaten	 Kepulauan	
Selayar	dan	Kabupaten	Buton	Selatan	saat	badai.			
Proses	 dinamika	 konflik	 terjadi	 karena	 beberapa	 hal	 salah	 satu	 diantaranya	 ialah	
karena	adanya	pertentangan	dua	perundang-undangan	antara	Permendagri	Nomor	45	
tahun	 2011	 dengan	 Undang-undang	 nomor	 16	 tahun	 2014.	 Dimana	 dalam	 konflik	
kewenangan	 ini	 yang	 menjadi	 masalah	 ialah	 tentang	 keberadaan	 Pulau	 Kakabia.	
Pemkab	 Kepulauan	 selayar	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 mengklaim	 Pulau	 Kakabia	




administrasi	 Pulau	Kakabia.	 Di	 sisi	 lain,	 Pulau	Kakabia	 juga	 tercantum	masuk	 dalam	
wilayah	Kabupaten	Buton	Selatan	yang	mereka	sebut	dengan	Pulau	Kawi-kawia	yang	
termuat	 dalam	Undang-undang	No.	 16	 tahun	2014	 tentang	 pembentukan	Kabupaten	
Buton	 Selatan	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara.	 Pulau	 kakabia	 merupakan	 pulau	 yang	
terletak	 diantara	 perbatasan	 antara	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 Provinsi	 Sulawesi	
selatan	 dengan	 Kabupaten	 Buton	 selatan	 Provinsi	 Sulawesi	 tenggara.	 Pulau	 Kakabia	
merupakan	pulau	yang	tidak	berpenghuni	namun	memilki	potensi	sumber	daya	alam.		
Pada	 Permendagri	 no.	 45	 tahun	 2011	 tentang	 wilayah	 administrasi	 Pulau	 Kakabia,	
pada	pasal	3	menyatakan:“Pulau	Kakabia	masuk	dalam	wilayah	administrasi	Kabupaten	
Kepulauan	 Selayar	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan”.	 Peraturan	 Menteri	 dalam	 Negeri	




Sedangkan	 dalam	 Undang-undang	 Nomor	 16	 Tahun	 2014	 tentang	 Pembentukan	
Kabupaten	Buton	Selatan	Provinsi	Sulawesi	Tenggara.		Pada	tahun	2014	Kabupaten	
Buton	 Selatan	 di	 mekarkan.	 Sengketa	 kepemilikan	 Pulau	 Kakabia	 muncul	 saat	
pembentukan	 Kabupaten	 Buton	 Selatan,	 hasil	 pemekaran	 Kabupaten	 Buton,	
Sulawesi	Tenggara.	Pulau	Kakabia	juga	tercantum	masuk	dalam	wilayah	Kabupaten	
Buton	 Selatan	 yang	disebut	 sebagai	 Pulau	Kawi-kawia.	 Ini	 termuat	dalam	Undang-
undang	 Nomor	 16	 Tahun	 2014	 tentang	 Pembentukan	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	
Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara.	 Yang	 dimana	 Pulau	 Kakabia	 yang	 tercantum	 dalam	
lampiran	 Undang-undang	 nomor	 16	 tahun	 2014	 telah	 bergeser	 sejauh	 ±	 30	 km	
mendekati	 area	 laut	 Buton	 Selatan	 yang	 secara	 riil	 tidak	 terdapat	 daratan/pulau.	


















Pemda	Kabupaten	Kepulauan	 Selayar	menyatakan	 bahwa	 lokasi	 titik	 koordinat	 yang	
jauh	berbeda,	menerangkan	jika	lampiran	Undang-undang	tersebut,	mengandung	data	
yang	 tidak	 akurat	 dan	 semoga	 ketidak	 akuratan	 yang	 terjadi,	 bukanlah	 berasal	 dari	
suatu	upaya-upaya	manipulative	yang	disusupi	kepentingan	pihak-pihak	tertentu	saat	
melakukan	 pembentukan	 undang-undang	 tersebut	 (terutama	 pada	 lempiran	 peta	
wilayahnya),	apakah	demi	kepentingan	pemekaran	daerah	yang	begitu	pesat	terjadi	di	





terutama	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar.	 Pulau	 kakabia	 ini	 merupakan	 batas	 terluar	
Sulawesi	 Selatan	 dengan	 Sulawesi	 Tenggara	 dan	 bukti-bukti	 kepemilikan	 kita	 miliki	
semua.	Termasuk	di	Pulau	ini	terpasang	patok	batas	wilayah	terluar	Sulawesi	Selatan”.	
Lampiran	UU	Pembentukan	Kabupaten	Buton	 Selatan	 di	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara	
berupa	 peta	wilayah	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 yang	menggambarkan	 Pulau	 Kakabia	
sebagai	 bagian	 wilayah	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 juga	 telah	 diberlakukan	 dengan	
mengabaikan	 perlindungan	 dan	 perlakuan	 yang	 sama	 di	 hadapan	 hukum	 dimana	
Kabupaten	Kepulauan	Selayar	sebagai	Pemerintah	Daerah	yang	dikurangi	wilayahnya	
dalam	 lampiran	 peta	 wilayah	 tersebut,	 tidak	 ditempuh	 prosedur	 sesuai	 peraturan	
perundang-undangan	 yang	 berlaku,	 sebagaimana	 perlakuan	 terhadap	 Pemerintahan	
Daerah	 Kabupaten	 Buton	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara	 yang	 dikurangi	 wilayahnya	
untuk	dijadikan	wilayah	Kabupaten	Buton	Selatan.		
Pemda	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 dalam	 penyelenggaraan	 otonomi	 daerah	
khususnya	 di	 Pulau	 Kakabia	 secara	 faktual	 juga	 telah	 mengucurkan	 Dana	 APBD	
Kabupaten	Kepulauan	Selayar	antara	lain	untuk:	a.	Pembuatan	Tugu	batas	dengan	logo	
Kabupaten	Selayar	oleh	Bupati	Andi	Paliloi.	b.	Pembuatan	Mercusuar	 senilai	 total	Rp	
450.000.000.-	 (empat	 ratus	 lima	 puluh	 juta	 rupiah).	 Pada	 tahun	 1971	 Bupati	
Kabupaten	Kepulauan	Selayar,	Andi	Palioi,	 telah	membangun	Tugu	di	Pulau	Kakabia,	
Kecamatan	 Pasilambena,	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar,	 kemudian	 tahun	 2007	 telah	
dilakukan	 Pembangunan	 Rambu	 Suar	 di	 Pulau	 Kakabia,	 Kecamatan	 Pasilambena,	
Kabupaten	Kepulauan	Selayar.		
Pemda	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 menolak	 pernyataan	 pihak	 pemda	 Kabupaten	
Kepulauan	 Selayar	 tentang	 Pulau	Kakabia	 dan	 juga	menerangkan	 bahwa	 terbitnya	
Permendagri	Nomor	45	Tahun	2011	adalah	kepemilikan	atas	Pulau	Kakabia	secara	
Administrasi	pada	tahun	2011	merupakan	hal	yang	ditetapkan	secara	sepihak	tanpa	
diketahui	 oleh	 Lembaga-lembaga	 pemerintah	 terkait	 serta	 tidak	
mempertimbangkan	data-data	indikatif	tentang	keberadaan	Pulau	Kakabia.		
Pada	data-data	indikatif	tersebut,	telah	cukup	menjadi	dasar	bagi	Pemda	Kabupaten	




Pulau	 Kakabia	 pada	 peta	 lampiran	 yang	 berimplikasi	 pada	 kesalahan	 pihak-pihak	





"Lampiran	 peta	 cakupan	 wilayah	 yang	 digambarkan	 dengan	 skala	 1:100.000.	 Yang	
dimaksud	 persetujuan	 pihak-pihak	 terkait	 adalah	 	 persetujuan	 berupa	 tanda	 tangan	




Ketentuan	 dimaksud	 tidaklah	 dapat	 dimaknai	 adanya	 kesalahan	 para	 pihak	 yang	
membuat	 perubahan	 secara	 terselubung	 dengan	 cara	 memaksakan	 untuk	 menarik	




adalah	 kehendak	 para	 pihak.	 Kehendak	 para	 pihak	 tersebut	merujuk	 pada	 data-data	
indikatif	 dengan	 pendekatan	 historis,	 sosiologi	 budaya,	 etimologis,	 geografis,	 yuridis	
dan	 faktual	 pulau	 Kakabia	 adalah	 bagian	 wilayah	 administratif	 Pemerintahan	
Kabupaten	 Buton	 yang	 akan	 diserahkan	 kepada	 Kabupaten	 Buton	 Selatan.	 Apabila	
terjadi	kesalahan	titik	koordinat	Pulau	Kawi-Kawia,	hal	tersebut	merupakan	kelalaian	
dari	 Badan	 Informasi	 Geospasial	 (BIG)	 yang	 tidak	 cermat	 memperhitungkan	 titik	
koordinat	Pulau	Kawi-Kawia,	namun	kesalahan	 tersebut	bukan	kehendak	dari	pihak-
pihak	 yang	 menyetujui	 wilayah	 Pembentukan	 Kabupaten	 Buton	 Selatan,	 Pada	
pokoknya	 kehendak	 pihak-pihak	 yang	 menyetujui	 wilayah	 Pembentukan	 Kabupaten	
Buton	Selatan	yang	tergambar	dalam	Peta	Lampiran	Undang-Undang	Nomor	16	Tahun	
2014	 adalah	Pulau	Kakabia	merupakan	bagian	dari	wilayah	 administratif	 Kabupaten	
Buton	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara	 yang	 akan	 diserahkan	 kepada	 Kabupaten	 Buton	
Selatan,	 sangatlah	 tidak	 adil	 bilamana	 kelalaian	 BIG	 membatalkan	 kehendak	 pihak-
pihak	tersebut”	
Berdasarkan	penjelasan	diatas	pemda	Kabupaten	Buton	selatan	merasa	berhak	atas	
kepemilikan	 Pulau	 Kakabia	 berdasarkan	 data-data	 indikatif	 tersebut,	 bahwa	 data-
data	 indikatif	 tersebut	 telah	 sesuai	 dengan	 aturan	dan	prosedur	 untuk	mengklaim	
kewenangan	 pengelolaan	 atas	 Pulau	 Kakabia	 sehingga	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	
ingin	mempertahankan	atas	kepemilikan	tersebut.	
Upaya	 dan	 koordinasi	 yang	 dilakukan	 dengan	 itikad	 baik,	 semua	 berada	 dalam	
kesimpulan	 tidak	 ada	 solusi	 yang	 bisa	 menyelesaikan	 permasalahan	 Wilayah	
Administrasi	Pulau	Kakabia	Kabupaten	Kepulauan	Selayar	Provinsi	 Sulawesi	 Selatan,	
karena	 dengan	 telah	 diterbitkannya	 Undang-Undang	Nomor	 16	 Tahun	 2014	 tentang	
Pembentukan	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 Di	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara,	 beserta	
Lampirannya	 yang	 berupa	 Peta	Wilayah	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 Provinsi	 Sulawesi	
Tenggara	 yang	menggambarkan	 Pulau	 Kakabia/Kawi-Kawia	 Sebagai	 Bagian	Wilayah	
Kabupaten	 Buton	 Selatan,	 telah	 terjadi	 “konflik”	 perundang-undangan,	 melalui	
pertentangan	peraturan	perundang-undangan,	yang	mana	tidak	ada	singkronisasi	satu	
dengan	 yang	 lainnya	 dan	mengakibatkan	 ketidakpastian	 hukum	 (Qamar	&	 Djanggih,	
2017),	 sehingga	 menyebabkan	 terjadinya	 konflik	 kewenangan	 pengelolaan	 atas	
Pulau	Kakabia.		
Konflik	kewenangan	pengelolaan	atas	Pulau	Kakabia	 ini	 juga	menjadi	masalah	bagi	
masing-masing	 Provinsi	 yaitu	 antara	 Provinsi	 Sulawesi	 selatan	 dengan	 Provinsi	
Sulawesi	 Tenggara,	 seperti	 yang	 diketahui	 bahwa	 Kepulauan	 selayar	 terletak	 di	
Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 sedangkan	Kabupaten	Buton	Selatan	 terletak	di	Provinsi	
 57 
Sulawesi	Tenggara,	dikarenakan	letak	Pulau	Kakabia	yang	terletak	diantara	wilayah	
perairan	 dua	 Provinsi,	 ini	 juga	 menimbulkan	 konflik	 batas	 wilayah	 bagi	 kedua	
provinsi	karena	wilayahnya	akan	dikurangi.		
Pada	 Tanggal	 15	 Maret	 2018	 Pemda	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 	 	 mengajukan	
gugatan	 dan	 menggugat	 Undang-undang	 nomor	 16	 tahun	 2014	 tentang	
pembentukan	 Kabupaten	 Buton	 Selatan	 di	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara	 beserta	
lampiran	 peta	 wilayahnya	 ke	 Mahkamah	 Konstitusi	 (MK),	 gugatan	 tersebut	
dilatarbelakangi	 oleh	 status	 Pulau	 Kakabia	 yang	masuk	 dalam	wilayah	 Kabupaten	
Buton	 Selatan.	 Pemda	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 mengggugat	 ke	 Mahkamah	
Konstitusi	untuk	menguji	Kembali	Undang-undang	pembentukan	Kabupaten	Buton	
Selatan	 Provinsi	 Sulawesi	 Tenggara.	 Namun	 ditolak	 MK	 karena	 gugatan	 tersebut	
tidak	 memiliki	 legal	 standing	 (kedudukan	 Hukum),	 dijelaskan	 pula	 bahwa	
perselisihan	batas	daerah	dalam	NKRI	bukanlah	merupakan	masalah	konstitusional.		
Sesuai	 dengan	 hasil	 sidang	 di	 MK	 pada	 tanggal	 13	 februari	 2019.	 maka	 untuk	
penyelesaian	konflik	Kewenangan	pengelolaan	Pulau	Kakabia	kemudian	selanjutnya	
diserahkan	ke	Kementerian	Dalam	Negeri	 (kemendagri)	 untuk	melakukan	mediasi	
bagi	 kedua	 pihak	 terkait.	 Pada	 November	 2019	 tanpa	 menyia-nyiakan	 kesempatan	





dan	 masih	 melanjutkan	 masalah	 ini	 ke	 Kementerian	 dalam	 Negeri	 yang	 diwakili	
langsung	 oleh	 Kepala	 Kepala	 Biro	 Pemerintahan	 dan	 Otonomi	 Daerah	 Provinsi	
Sulawesi	 selatan	 dimana	 mangajukan	 keberatan	 dan	 mengajukan	 bukti-bukti	 atas	
kepemilikan	terhadap	Pulau	Kakabia	dengan	Undang-undang	yg	lebih	tua.	Pemerintah	




Selatan,	 disamping	 karena	 mengurangi	 luas	 wilayah	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar,	
Pulau	 kakabia	 secara	 administrasi	 juga	 telah	 menjadi	 bagian	 dari	 Kabupaten	
Kepulauan	 Selayar	 sejak	 tahun	 2011	 dan	 juga	 pemerintah	 tidak	 bisa	 begitu	 saja	





di	 wilayah	 tersebut	 serta	 tanggungjawab	 pemerintah	 provinsi	 atau	 kabupaten/kota	
atas	 wilayahnya.	 Ketidakjelasan	 batas	 wilayah	 atau	 dengan	 Bahasa	 lain	 perbatasan	
antar	 daerah	 dapat	 menjadi	 penyebab	 lahirnya	 konflik	 horizontal,	 mulai	 dari	 yang	
berhubungan	dengan	persoalan	pengelolaan	sumber	daya	alam	sampai	pada	persoalan	
batas	wilayah	baik	antar	kabupaten/kota	maupun	antar	provinsi.	Kondisi	 ini	didasari	






Dalam	 kasus	 ini	 konflik	 ditandai	 dengan	 adanya	 benturan	 kebijakan	 antara	 dua	
Pemerintah	Daerah	mengenai	penentuan	kewenangan	pengelolaan	atas	Pulau		Kakabia	
antara	 dua	 daerah	 tersebut.	 Kebijakan	 institusi	 pemerintah	 sebagai	 lembaga	
merupakan	keputusan	politik	yang	merefleksikan	juga	kepentingan	lembaga	tersebut,	
sedangkan	 dalam	 proses	 pembuatan	 kebijakan	 sarat	 dengan	 muatan	 pengaruh.	
Hubungan	 yang	 konfrontatif	 antar	 Institusi	 Pemerintahan	 yang	 terjadi	 karena	
benturan	 kewenangan,	 tujuan	 serta	 ketidakcocokan	 dalam	 masalah	 kewenangan	
pengelolaan	atas	Pulau	Kakabia.		
Prosedur	 penyelesaian	 sengketa	 antar	 daerah	 memiliki	 dua	 mekanisme	
penyelesaiannya,	Penyelesaian	batas	wilayah	dapat	dilakukan	dengan	dua	pendekatan,	
yaitu:	 penyelesaian	 hukum	 dapat	 dilakukan	 ditempuh	 melalui	 penyelesaian	 dengan	
menggunakan	Undang-Undang	Otonomi	Daerah	dan	dengan	melakukan	pembentukan	
peraturan	 perundang-undangan	 serta	 penyelesaian	 melalui	 Mahkamah	 Konstitusi	
(Somadiyono,	 2018).	 	 Kemudian	 penyelesaian	 non	 hukum,	 Pertama	 dapat	 dilakukan	
dengan	 melalui	 penyelesaian	 musyawarah	 yang	 didalamnya	 dapat	 dengan	 cara	
konsultasi,	negosiasi,	mediasi	sebagaimana	telah	diatur	dalam	undang-undang	tentang	
Arbitrase	 sebagai	 sarana	 untuk	 mencari	 solusi	 penyelesaian	 konflik	 batas	 wilayah	
antar	daerah.	Kedua,	dengan	melakukan	kerjasama	antar	daerah	(Lestari,	2013).	Selain	
itu	 berbagai	 konflik	 perbatasan	 yang	 terjadi	 di	 Indonesia	 penyelesaian	 konflik	








undang.	 Bila	 terjadi	 sengketa	 batas,	 penyelesaiannya	 merupakan	 kewenangan	
Kementerian	 Dalam	 Negeri.	 Adapun,	 pemerintah	 provinsi	 menangani	 klaim	 antar	
kabupaten	 atau	 kota	 dalam	 provinsi	 yang	 sama.	 Hasil	 sidang	 pengadilan	 di	
mahkamah	Konstitusi	 telah	dinyatakan	bahwa	penyelesaian	untuk	pengelolaan	Pulau	
Kakabia	 antara	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	 dengan	 Kabuapten	 Buton	 Selatan	
diserahkan	 kepada	 pihak	 Provinsi	 masing-masing	 untuk	 malkukan	 koordinasi	
langsung	 dengan	 Kementerian	 Dalam	 Negeri,	 yang	 kemudian	 diserahkan	 kepada	
Kemendagri	 untuk	 selanjutnya	 melakukan	 proses	 penyelesaian	 untuk	 pengelolaan	
Pulau	Kakabia.		
Hasil	wawancara	dengan	kepala	otoda	sulsel:	
“setelah	 pemda	 Kabupaten	 Kepulauan	 selayar	 melapor	 ke	 provinsi	 terkait	
keberadaan	 Pulau	 Kakabia	 yang	 dimasukkan	 dalam	 wilayah	 Kabupaten	 Buton	
Selatan,	pihak	otoda	sulsel	telah	bersurat	dan	menyertakan	bukti-bukti	kepemilikan	
atas	 Pulau	 Kakabia	 kepada	 Kementerian	 dalam	 Negeri	 yang	 selanjutnya	 akan	
menuggu	konfirmasi	dari	Kementerian.”		
Setelah	proses	sidang	di	Mahkamah	Konstitusi	selesai,	Pemerintah	Daerah	Kabupaten	
Kepulauan	 Selayar	 melakukan	 koordinasi	 dengan	 kepala	 otoda	 sulsel	 selaku	 wakil	
pemerintah	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 terkait	 masalah	 Pulau	 Kakabia.	 Pihak	
Pemerintah	Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	masih	merasa	keberatan	 jika	Pulau	Kakabia	di	
masukkan	 dalam	 wilayah	 kabupaten	 Buton	 Selatan	 yang	 merupakan	 wilayah	
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pemekaran,	 pihaknya	 kemudian	 bersurat	 kepada	 Kementerian	 dalam	 negeri	 selaku	
pihak	 yang	 akan	menindaklanjuti	masalah	 Pulau	 Kakabia.	 Dimana	 kepala	 otoda	 juga	
menyertakan	bukti-bukti	 kepemilikan	atas	Pulau	Kakabia	 yaitu	Undang-undang	yang	
lebih	tua.	
Kepala	 Biro	 Pemerintahan	 dan	 Otonomi	 Daerah	 Sulsel,	 Hasan	 Basri	 Ambarala	 juga	
menyampaikan	 bahwa	 Direktur	 Toponomi	 dan	 Batas	 Daerah	 Kemendagri,	 sugiarto	
saat	 dikonfirmasi	 menuturkan	 Direktur	 Toponomi	 dan	 Batas	 Daerah	 Kemendagri,	
sugiarto	 menuturkan	 pihaknya	 sudah	 pernah	 melakukan	 rapat	 kordinasi	 terkait	
konflik	 kewenangan	 pengelolaan	 Pulau	 Kakabia.	 Pihaknya	 akan	memfasilitasi	 kedua	
pemerintah	 daerah	 baik	 dari	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 maupun	 Sulawesi	 Tenggara.	
Jadi	 belum	 ada	 keputusan	 di	 Kemendagri,	 pihaknya	 ingin	 mediasi	 agar	 ada	
kesepakatan	 saja	 di	 kedua	 Pemerintah	 Daerah	 apabila	 kedua	 Pemda	 tidak	menemui	
kata	 sepakat,	 maka	 Tim	 Penegasan	 Batas	 Daerah	 (PBD)	 Pusat	 akan	 melakukan	
verifikasi	dan	kajian	terhadap	dokumen-dokumen	yang	ada	untuk	di	analisis.		
Resolusi	 konflik	 peacemaking	 yang	 dijelaskan	 Galtung	 jika	 dikaitkan	 dengan	 upaya-
upaya	 pihak	 terkait	 dalam	 penyelesaian	 konflik	 kewenangan	 pengelolaan	 atas	 Pulau	
Kakabia	yaitu	secara	litigasi	dan	Non-litigasi		yaitu	sebagai	berikut	:	
• Litigasi		(Secara	Hukum)			




dan	 pemerintahan	 daerah	 adalah	 merupakan	 satu	 kesatuan	 yang	 utuh	 dalam	
penyelenggaraan	 pemerintahan	 NKRI,	 sehingga	 apabila	 terjadi	
permasalahan/sengketa	batas	wilayah	antara	daerah	dalam	satu	provinsi	atau	antar	
provinsi	 maka	 permasalahan	 tersebut	 harus	 diselesaikan	 secara	 internal	 oleh	
pemerintah.	 Lebih	 lanjut	 apabila	 terjadi	 perselisihan	 terkait	 dengan	 batas	 daerah,	
Pasal	21	Peraturan	Menteri	Dalam	Negeri	Nomor	141	Tahun	2017	tentang	Penegasan	
Batas	Daerah,	menyatakan:	
(1) Dalam	 hal	 terjadi	 perselisihan	 penegasan	 batas	 daerah	 antar	 daerah	
kabupaten/kota	 dalam	 satu	 provinsi	 atau	 antar	 daerah	 provinsi,	 diselesaikan	
sesuai	 dengan	 tahapan	 dan	 tata	 cara	 penyelesaian	 perselisihan	 batas	 daerah	
antara	pemerintah	dan	pemerintah	daerah.		
(2) Perselisihan	 batas	 daerah	 antar	 daerah	 kabupaten/kota	 dalam	 satu	 daerah	
provinsi	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1),	diselesaikan	oleh	gubernur.	
(3) 	Penegasan	 dan	 perselisihan	 batas	 daerah	 antar	 daerah	 provinsi	 sebagaimana	
dimaksud	pada	ayat	(1),	diselesaikan	oleh	Menteri.		
Terkait	 dengan	 letak	 wilayah	 Pulau	 Kakabia/Kawi-Kawia	 apakah	 berada	 di	 daerah	
Kabupaten	Kepulauan	Selayar	ataukah	berada	dalam	daerah	Kabupaten	Buton	Selatan	




sehingga	 berdasarkan	 Pasal	 21	 Peraturan	Menteri	 Dalam	Negeri	 Nomor	 141	 Tahun	











Direktur	 Toponomi	 dan	 Batas	 Daerah	 Kemendagri,	 sugiarto	 menuturkan	 pihaknya	
sudah	 pernah	 melakukan	 rapat	 kordinasi	 terkait	 konflik	 kewenangan	 pengelolaan	
Pulau	 Kakabia.	 Pihaknya	 akan	 memfasilitasi	 kedua	 pemerintah	 daerah	 baik	 dari	




Batas	 Daerah	 Kemendagri	 baik	 itu	 secara	 mediasi,	 negosiasi,	 dan	 arbitrasi.	 Dalam	
usaha	 penyelesaian	 konflik	 ini	 kedua	 kabupaten/provinsi	 dipertemukan	 untuk	
melakukan	musyawarah	agar	kejelasan	mengenai	kewenangan	pengelolaan	atas	Pulau	
Kakabia	 dapat	 diselesaikan	 dengan	 baik	 tanpa	 menimbulkan	 konflik	 antar	 kedua	
kabupaten	 secara	 terus	 menerus.	 Disamping	 dilakukan	 musyawarah	 seperti	 yang	
dijelaskan	sebelumnya	jika	memang	tidak	menemui	kata	sepakat	terkait	kewenangan	
pengelolaan	 Pulau	 Kakabia.	 maka	 rapat	 koordinasi	 lebih	 lanjut	 serta	 pengambilan	
keputusan	final	akan	digelar	di	Pemerintah	pusat	bersama	Kementerian/Lembaga	Tim	
Penegasan	Batas	Daerah	(PBD)	Pusat	yang	menaungi	permasalahan	batas	wilayah	ini.	





1.	 Berdasarkan	 Resolusi	 konflik	 kewenangan	 antara	 Kabupaten	 Kepulauan	 Selayar	
dengan	 kabupaten	 Buton	 Selatan	 pada	 pengelolaan	 Pulau	 Kakabia	 kemudian	
diserahkan	 kepada	 masing-masing	 provinsi	 untuk	 kemudian	 melakukan	
koordinasi	dengan	Kementerian	dalam	Negeri.	
2.	 Kemendagri	 	 menuturkan	 pihaknya	 melakukan	 rapat	 kordinasi	 terkait	 konflik	
kewenangan	 pengelolaan	 Pulau	 Kakabia.	 Pihaknya	 akan	 memfasilitasi	 kedua	
pemda	 baik	 dari	 sulsel	 maupun	 sultra.	 belum	 ada	 keputusan	 di	 Kemendagri,	
pihaknya	 ingin	mediasi	 agar	 ada	 kesepakatan	 saja	 di	 kedua	 Pemerintah	 Daerah.	
Apabila	 kedua	 Pemda	 tidak	 menemui	 kata	 sepakat	 ,	 maka	 tim	 Penegasan	 Batas	
Daerah	 (PBD)	 Pusat	 akan	 melakukan	 verifikasi	 dan	 kajian	 terhadap	 dokumen-
dokumen	yang	ada	untuk	di	analisis.	
SARAN	
1. diharapkan	 Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 khususnya	 pembuat	 Undang-undang	
sebaiknya	memperhatikan	secara	khusus	luas	suatu	wilayah	yang	akan	melakukan	
pemekaran	 apakah	 mengurangi	 wilayah	 didekatnya	 atau	 tidak,	 sebab	 dapat	
mengakibatkan	kebingungan	bagi	wilayah	 yang	dikurangi	wilayahnya.	 Sebaiknya	




batas	 daerah	 agar	 saat	 ada	 pemekaran	 wilayah	 atau	 perluasan	 wilayah	 tidak	
menimbulkan	konflik	antar	daerah	karena	adanya	mencaplokan	atas	daerah	lain.	
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